SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 446 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK SUMEDANG SEBAGAI BANK PENYALUR BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6)
Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai
Bahan Bakar Minyak yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Sumedang sebagai Bank Penyalur Bantuan Langsung
Tunai Bahan Bakar Minyak yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2022
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...



10.

11.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3206);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 578);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07
/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi. Tahun Anggaran 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 837);

12. Peraturan ...



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor
153);

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 174 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan
Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022
Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANK SUMEDANG SEBAGAI BANK PENYALUR
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2022

Menunjuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Sumedang sebagai Bank Penyalur Bantuan
Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2022

Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, melakukan penyaluran bantuan langsung tunai
kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima
Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KETIGA ...
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KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEIIN SUMEDANG
\ {,a’
DODI YOHANDI{ S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001




